PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
. NOMOR™)
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GANISASI DAN TATA K_ERJA KECAMATAN DAN

A

: KELURAHAN KABUPATEN GOWA
T TUHAN YANG MAHAESA

" BUPA’_I?I GOWZA,

a.:  bahwa untuk memndaklanjutl ketentuan
ebagaimang dimaksud pada Peraturan
Pemerintah “Nomor 41 Tahun 2007
- lentang Organisasi. Perangkat Daerah
" 'pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan
' etamatan merupakan Wilayah
_ f sébaga1 Perangkat Daerah
Kabupaﬁen da.n Daerah Kota, pada pasal
LS ayatl" (1) d1sebutkan bahwa

bahva Kee

Wt

Lisrah ‘gébigai  Perangkat Daerah

Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;
- 1




g &,,._,‘Daerah ditetapk
Peraturan Daerah plan dengan

« sreay - o, bahwa untuk maksud | t
TR ersgbut  pada
_ huruf a“dan b’ dlatas riaka Penaliaan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan :Kelurahan sebagai Perangkat

e Daerah perlu dlatur de
A Daerah s I‘tganPeraIur an
Men ' ; . ; i e PO ‘4 -.'
gingat . 5. L. Undang Undang Nomcr 29 Tahun 1959

“tentang “Pembentukan ‘Dasiah:Daerah
., .Tingkat, IT. di Sulawesi (Lembaran
N Negara Repu!bhk Indonesia Tahun 1959
«:i Nomor!s 574 5 Tambahan ::Lémbaran

£ N
] ;Zgzaia RﬂPUbhk Indonesia Nomor

_ Undang—Undang Nomor 106 Tahun 2004

i e tentang " Pémbentukan Peraturan
g T Perundang~undangan (Lembaran
; Lo 5Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
.Nomor '53 Tambahan Lembaran

Negara " . Republ
3 : pu ik I
. Nomor 4389)? ndonesia

ERRII: s tentafig

Undang: Undang Nomor 32 Tahun 2004
.- Pemerintahan Daerah

i (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatii 2004 Nomor 125, Tambahan

. . .. Lembaran Negara Republik Indonesia
o 'Nomor 4437). ‘sebagaimana telah diubah
l ,-‘,terakhlr e dengan Undang-Undang
“Nomor 12, . Tahun 2008 tentang

;-‘f';_;__:i_",‘Perubahan Kedua atas Undang-Undang
. Nomor, 37 ‘Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran

Y

"-'-'J'Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008
C.oNomot  59; Tambahan Lembaran
LI Negara chubhk Indonesia Nomor
g 4844); .. ;
he Pcramran Pemenntah Nomor 79 Tahun
-::17005 tentang - Pedoman Pembinaan dan
. Pengawasan.. -

. Penyelenggaraan

- ?emermtahan Daerah  (Lembaran

N Negara Rapubhk Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran

i Négard” Repu’bhk *Indonesia Nomor
iasg3y,

. Pe;atman Pemenntah Nomor 38 Tahun

‘2007 tentang Pembagian Urusan

e pemerintahaty antara  Pemerintah,

?emenntahan "Daerah Provinsi dan
pemerintahian Daerah Kabupaten/Kota

3



* ((lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2007--Nomor 82, Tambahan

+-Lembaran’: Negara Republik Indonesia
s :Nomor 47395

Peraturan Pememntah Nomor 41 Tahun
© 2007 tentang Organisasi Perangkat

_’_::"‘"Daerah (Lembaran Negara Republik

vvvvvv

" Indonesia™ Tahun 2007 Nomor 89,
. Tambahiai Lembaran Negara Republik
Tndonema N()mor 4741);

: Peraturan Menten Dalam  Negeri
-..- Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
~+dan:Bentuk Produk Hukum Daerah;

Keputusan ** Menteri Dalam Negeri

-Nomor: 158 .. Tahun 2004 tentang
s Pedoman Orgau1sa31 Kecamatan;

Keputusan Menten Dalam Negeri

© Nomor™ 159" Tahun 2004  tentang

| N ‘=Pedoman 0rga!113351 Kelurahan;

( ..‘_."_Pera‘euran Menten Dalam  Negeri

Nomeor 57 :Tahun 2007 tentang

. Petunjuk Tekms Penataan Organisasi

: "'j""’"“Perangkat Baerah

‘ " SIS "'11. .Peraturan Da&rah Kabupaten Gowa

: Nomo;‘ 3. ’Fahun 2008 tentang Urasan
Ll Pemermtahan yang menjadi

4

Kewenangan Pemermtah Kabupaten
Gowa R

| Dengan Persctujuan Bersama :
BEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN G@WA, o
N
}’ T '-'BU?ATI 'G'()WA'
MEMUTUSKAN )
S DAERA!
: RAN
Meneplen ?{Eﬁaﬁ%m “GOWA , TENT. mf;
"ORGANISASI DAN TATA KkliﬁN
 KECAMATAN DAN "KELURA (AN
PEMERINTAH KABUPATEN GO
KETENTUAN UM;UM
3 Pasal 1
ksud dengan
turan Daerali ini yang duna
Il')a} ?'%ai‘:;; ‘otonom, selanjutnya’ disebut. ..daerali;: adalah

kesatuan masyardkat hukum yang mempurnyai: lﬁaﬁg
w11ayah yang | berwenang mepgatur -dan mengur Setempw
pemerintdhan ‘dan:. kepentingan kmasyanr?aks?tmasymakat
asp
urit prakarsa sendiri berdasar an.
ﬁ:m s1sIt)em Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- .:Pemerintahan. Dabrah;; ;adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas ofonomi dan fugas pembantuan dengan
prinsip otonomi:seluas-lndsnya’ dalamsistem dan prinsip
Negara, Kesatuan, , Republik  /Indonesia . sebagaimana
dimaksud dalam UncfangrUndang IDasar "Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah; Bupati Gowa beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur-penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gowa.

_ Kepaia Daerah Kabupaten adﬂlah Bupaﬂ Gowa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
o disebut DERD. adalah Lembaga Perwakﬂan Rakyat Daergh

:' sebag'cn unsur penyelenggara Pemenntahan Daergh

Kabupatcn Gowa

0rgamsas1 Pemenntah adalah Orgamsam Pemerintah
dalam lingkup Pemérintah Kabupaten Gowa yang
merupakan, Peréngkat—’ Daerah™ Pemerintah Kabupaten
Gowa. . .

Kecamatan adalah Wdayah Kerja Camat. ..
:.~.-Camat adalah . Camat sebagm Perangkai : Daera_h

-+ Kabupaten Gowa.
9 ‘_'Keiurahan adaldh’ Wﬂayah Kerja Lurah sebagal Perangkat

‘Daerah” Kabupatf:n daTam leayah Kecamatan, yang
’ ”"‘d1p1mpm oleh Lurah

P

at adalah ; Sekretariat pada Kecamatan dan

10,  Seckretaria
Kelurahan.

11, Sub. Bagian adalah Sub Bagtanpada Kecamatan.

12, Sckst adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan.

13, Lingkungan: adalah ngknngan pada Kelurghan,
14 | Kelompok I dbatan Fungsmnai adaiah Kelompog I abatan
" Fringsional pada’ Kecamatan ‘dan Kelurahan

BAB I
PEMBENTUKAN PAN KEDUDUKAN L

o Pasafﬁ

ini dlbentuk. Orgamsasx dan Tata
- KerjaKecamatan ¢ dan. Kelurahan ngkup Kabx;%agh(j;;z:n

(2 ) Kecamatan sebagan Orgamsasx Perangkat D;:r d;bawah e
Gowa dipimpin | oleh. Camat . yang.: bera mm Sckretans
., bertanggung.. Jawab kepada Bupati . ‘mei L

Daerah

Perangkat‘ Dae K:
lurghan sebagai: Organisast.]
@ }ﬁl;im Wilayah Kecamatan yang di p_ mpin. oleh Lurah yang

d
bergda dibawah . Man. bertanggung_'j ,,‘langsung kepada
Bupati melalm Camat e e

(1) lﬁéngan Peraturan Daerah




. BABII
o w KECAMATAN -

___ Bagian Pertama e
Sl Phgal 3y eV .

Camat  mempur
puniyai - fugas:: ‘mel
pemerintghan yang dilimpahkar o ks

sebagian urusan ; otonomi .
undangan yang berlaky,

enangan
n.oleh- Bupati. untuk .menangani
daerah berdasarkan Perundang—

Pasa] 4

{1). Camat sebagaunana dimak

* Daerah i e sud pada pasal 3 Pcraturan

ggargi;an tugas umum pemermtahan

| Vanii fungmnya meliputi
- a7 ‘Mengkoordindsikan kegxat
) giatan pemberdayaan ma
y _Mengkoordmasxkan . upaya" penyelesgzraika?;

ketentraman dan ketertxban umum

g

d d ';;;Mengkoordlnulkan
R ﬁlayanan umuin-
S, -
engkoordinasikin - : Penyelenggaraan ""'keglatan

E?I:}ehharaan prasarana dan fasﬂitas

pemerintahan di tmgkat Kecaniatin;

zf - Membina -
:aDesa/KeIurahan, . :
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang men;adx
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan PemerifitahanrDesa/Kelurahan;
h. Melaksanakan fugds ddiniydhg diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan, fungsinya.
(2). Pelimpahan sebagxan kew;:nangén Bupa’u sebagaimana
dimaksud pada’ pasal ki Peraturan Daerah ini, ditetapkan

dengan Peraturan BUpan ix

penyelenggaraan -.;-Pemerintahan

Baglan Kedua

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas ‘dan fungsmya “sustinan ! dan
struktur Kecamatan terdiri dan
a. Camat;
+ ;- Sekretdriat: - e e
RENETAS BN ) Bagnan Umum dan’ Kepegawalan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan R
R BRI Baglan“Keuangan 4 orma
© SeksiPefnérintahan; bt
Seksi Ketentiattian dah Ketertlban Umum
- SeksiPerekonomian; - R o
Seksi Kesejahteraan Sosial; -
“Gekst Pembangunan; 7 N
Kelompok Jabatan Fungsmnal

st th O P*ff": ’



{2) Bagan - Struktur . Organisasi .. -Kecamatan:.- “sebagaiimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
gy terplsahkan dengan Peraturan Daerah 1m

BAB IV
KELURAHAN

N Bagxan Pertama
Tugas Pokok dan Fungs1

Pasal 6

Lurah  mempunyai  tugas melaksanakan  kewenangan
pemerintahan  yang dﬂxmpahkan oleh Camat sesuai
Karakteristik =~ Wilayah' ~d4ni~ "Kebutuhati Daerah  serta
melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pkl 7

(1).Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana . dimaksod
pada pasal .6 Pera‘turan .Daerah 1m, Lurah -mezmpunyax
fungsi: -

a. Pelaksanaan koordmam terhadap segala kcglatan yang
dilakukan oleh perangkat . Kelurahan. dalam- rangka
penyelenggaraan admmlstram pememntahan, RIS

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap. kegiatan dl b1dang
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;, -

¢. Pelaksanaan pembmaan terhadap penye]enggaraan
kesgjahteraan rakyat; -, e
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d. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyeienggaraan
embangunan kelurahan; -

¢ lljf’claksanaan _pembinaar’ . terhadap penyelenggaraan
emberddyaan masyarakat; oo

{ II)’elaksanaan pembinaan admm1stra31 dan pe:mbmz;{a;t

) pelayanan teknis admlmstrasx kepada seluruh perang
kelurahan; B INEE ’

g, Melaksanakan evaluasx dan pelaporan peni :}l{enggaraan

h. Pengolahan adminisfrast uum dan ketata sanatan, ual

i . Pelaksanaan tugas lain yang dxbenkan ole‘n Cama ses

.dengan tugas- dan fungsinya:

seba aimana
(2) Pelimpahdn - sebagian kewernangan: Bupati 1

dimaksud: pada pasal 6 Peraturan. Daerah 1m, thetapkan
dcngan Peraturan Bupa’u :‘

Baglan Keélua RAR S
*, Susudan dai Struktur Orgamsam o
Pasal 8 '

(1) Untuk melaksanakan tugas--dan fimgsinya, susunan dan
strukfur, orgamsas1 Kelurahan terdln dan o

..........

"h" Lurat,
N b SekxetanatLurah e
' SekSLPemermtahan,_, e e

h 2 “Geksi Pembangunan;
3. Seksi Perckonomian dan Kesra;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

i1



R ,,'- SISO

c. Kelompok Jabatan Fungsaonai - EEht
72y Bagan struktur organisasi Kelumhan sebaga:mana tcrcantum

dalam lampiran dan merupakarn: : baglan yang tldak

terplsahkan dengan Peraturan Daerah lm -

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya set;ap organxsaSI Wapb

-.-menerapkan. pririsip: koordinasi, integrasi. dan singkronisasi

;-baik dalam lingkungan - masing-masing maupus-antar satuan
organisasi sesnal dengan bidang tugas masing-masing; :

(") Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkgordinasikan bawahan ' masing-
masing dengan. mgmb@_rikan;_bimbmgan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya,

D Pasal:l0 b i Denl

Penjabaran lehih lanjut tugas dan fungm Camat Sekretans |

Carnat, Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi dan. Sub bag;an di
Kecamatan dan Kelurahan akan d1atur tersendm dalam suatu

uraian tugas atau rincian tugas dan fungSI yang c'hatur dengan
Peraturan Bupati.

12

Z. e

o _BAB Vi T
KETENTUAN PERALHL@.N s s
Pasal 11 2ee x:e.“‘.'-"sws.:‘."_.' T

Pemangku jabatan’ pada Kecamatan - dim’ Welitihian tetap
memangku jabatanmya sampai  dengan berlakunya pelantxkan
terhadap pejabat baru bei dasarkan Peraturan Daerah ini.

T
T !.__,‘_. L

BAB VII
KETENTUA’N PENUTUP

Pasal 12

. aka Peraturan
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini m
Daef,ah Nofnor: 5 ~“Tabun” 2001 yang mengatur tenfang
Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa' dIcabut dan

dinyatakan tidak berlaku. R

B e T

Pasal 13737 ir i

Hal-hal lain yang belum dxatur dalam Peraturan Daerah ind,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dlatuf kemud{an

dengan Peraturan Bupati.

RS

N T S
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Pasal 14

Peraturan Daerah }m mulax bfcrlaku pada tanggai diundangkan. . . ) PENJEL ASAN A'l'“. AS |
PRI R EEI D N, 1.1 " . . N

Agar setiap brzm"g‘” &apai mengctahmnya ‘memerintahkan \ 3
gengundangan Peraturan Daerah“ini dengan penempatannya | b PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
dalgm, Lembaran Daerah. Kabupaten Gowa T TS '+ NOMOR 9-TAHUN 2008 -

_ "_f""'sztetapkan di Sunggummasa

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

I - UMUM

D&undangkan dl Sung\g\mg\ n'w ' Kecamatan'. - mérupakan  Perangkat . Daerah

pada tanggal 28 Juli 200‘8”"

Keabupaten/Kota-yang mémpunyai-wilayah kerja tertentu
. dan -dipimpin:ioleh -Camat.: ber‘kedudgkﬁﬁr ‘'sebagai ™
‘koordinator ‘penyelenggardan . .pemerint:ah'- di -wilayah
B kerjanya ‘yang’. -miempunyai . “-tugas " melaksanakan

.- kewenangan - pemerintahan. .yang ~ dilimpahkan oleh

Bupati- untuk ‘menangani sebagian - urusah - ‘otonomi
- - daerah.

i4
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Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah

sebagai perangkat daerah . Kabupaten dalam wilayah

- kecamatan yang dipimpin oleh lurah dan berkedudukan

dibawah dan bertanggung: jawab kepada Bupati melalui
Camat. |

Schubungan hal féréebut maka sesuai dengan

.. - Peraturan Pemeamtah Nomor 41. Tahun 2007 tentang

: .Orgamsasz Perangkat Dae;ah pada pasal 17 maka perlu
Penataan Organisasi dau Tata Kerja Kecamatan sebaga.l
salah satu perangkat daerah dalam menangam urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh™ Bupati sesual

dengan karakteristik - wilayah dan kebutuhan daerah serta

-. melaksanakan- tugas pemerintahan lainnya berdasarkan

‘ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
‘begitu ;pula pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor
‘41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
disebut bahwa: penataan - organisasi - dan. tata kerja
kelurahan  dalam  melaksanakan . kewenangan

<.

pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai

6

dengan karakteristik wilayah dan kebutuban daerah serta
melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 14 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR ¢

i
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erah Kabupaten Gowa

| “Hogih

gl dan Tala Kerja Kecamatan dan Kelurahan
ihupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISAS]

KECAMATAN
CAMAT
‘Kelompok Jabatan Sekretariat

Fungsional

%“b Bagian Sab Bagian Sub Bagian
K mum dan Perencanaan dan Keuangan
epegawaian Pelaporan
Seksi Seksi Ketentraman dan Sekst Seksi Seksi
Pemerintahan Ketertiban Umum Perekonomian Kesejahteraan Sosial Pembangunan




_ sy Dacrah Kabupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN
LURAH
kretariat
Kelompok Jabatan Sekaetaria
Fungsional
Seksi s Seksi Perekonomian dan
Pemerintahan Seksi Pembangunan - Kesejahteraan Rakyat

Seksi Ketentraman dan
Ketertiban




